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Abstract: Constitution Number 6 the year 2014 concerning Villages, villages are given the authority
by the central government to regulate and develop their own regions by utilizing the available
resources, both natural and human resources. The purpose of this study was to determine the
professionalism and accountability of village officialsin theimplementation of villagefund allocations
in Bener Ayu Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency. Theresearch method was carried
out with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques by observation and
interviews, this is based on self-reports or self-reports, or at least on persona knowledge and
beliefs. researchers conducted interviews with informants regarding the implementation of village
fund allocations. The results showed that the professionalism of village officialsin implementing
theallocation of village fundsin Bener Ayu Village, Wih Pesam District, Bener M eriah Regency, as
measured by six indicators that determine professionalism can be said to have been fulfilled,
although not yet optimal. However, theindicators of work discipline can be said to belessfulfilled
and need to be improved. Regarding the accountability of the village apparatus in implementing
theallocation of village fundsin Kampung Bener Ayu, which is measured through five determining
indicators it can be said that it has been carried out well as awhole. It’s just that the implementation
of good governance has not been maximized by not involving the private sector intheimplementation
of village fund allocations in Bener Ayu.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan dari
pemerintah pusat, supaya daerah mampu mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan
pemanfaatan sumber dayayang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Tujuan penelitianini untuk Mengetahui profesionalitas dan Akutanbilitas aparatur kampung dalam
pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah Provinsi Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif.
Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, hal ini mendasarkan diri padalaporan
tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan
pribadi. peneliti mel akukan wawancara kepadainforman terkait pel aksanaan alokasi danakampung.
Hasil penelitian menunjukan, profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan aokas dana
kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur
melalui indikator yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun
belum maksimal. Padadisiplin kerjadapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan.
Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokas dana kampung di Kampung
Bener Ayu, yang diukur melalui limaindikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksanadengan
baik secara keseluruhan. Hanya sgja penerapan good governance yang belum maksimal dengan
tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokas dana kampung di Bener Ayu.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, desadiberi wewenang oleh peme-
rintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan
daerahnyasendiri dengan pemanfaatan sumber
dayayang tersediabaik itu sumberdayaaam
maupun sumber daya manusia. Dasar aturan
hukum dan pemberi anwewenang tersebut, maka
dibentuklah pemerintah desasebagai pihak yang
bertanggung jawab atas pengel olaan sumber
dayadesadan pel aksanaan kegiatan-kegiatan
desayang bertujuan untuk memberdayakan desa.

11

Undang-undang tersebut diatas, Kampung
menjadi bagian wilayah terkecil dari sSstem pe-
nyelenggaran pemerintahan. Mdaui Kampung,
pemerintah pusat mampu mengimplementasikan
kebijakannyatanpa harus terjun langsung ke
lgpangan dan cukup dengan memberikan pelim-
pahan wewenang kepada Pemerintah Proving,
Pemerintah K abupaten dan padaakhirnyakepada
pemerintah Kampung. Kampung merupakan
bagiandari 9stem pemerintahan yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pe-
laksanaan kebijakan yang dikel uarkan peme-
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rintah pusat maupun pemerintah daerah harus
mddui pemerintah Kampungyang mengekibatkan
peran serta pemerintah Kampung sangat me-
nentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut.
Pemerintah Kampung atau yang biasadisebut
aparatur Kampung dibebankan fungs dari pe-
merintah pusat dan pemerintah daerah sebagai
bagian dari pemerintah untuk cakupan wilayah
terkecil. Karenaperannyayang menggantikan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut
itulah sebabnya aparatur Kampung harus me-
miliki kapasitasprofesonditasdan akuntabilitas
yangmemeada ddam meaksanakan fungs-fungd
pemerintah di Kampung.

Untuk menunjang pel aksanaan pemerintah
Kampung dan pembangunan Kampung, di-
butuhkan bantuan danadari pemerintah yang
saet ini sdah satunyaberupaAlokas DanaKam-
pung (ADK). Penyebutan dokas danaK ampung
tiap daerah di Indonesiaberbeda, hal tersebut
mengikuti peraturan Bupati/Walikota yang
berlaku. Khususuntuk K abupaten Bener Meriah
penyebutan Alokasi DanaDesa(ADD) diubah
menjadi Alokas DanaKampung (ADK) sesual
dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor
24 Tahun 2016 tentangAlokas DanaKampung
di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran
2019. Peraturan Bupati tersebut, maksud diberi-
kannyaAlokasi DanaK ampung adalah untuk
membiayai program pemerintahan kampung
dalam pel aksanaan kegiatan penyel enggaraan
pemerintahan, pel aksanaan pembangunan, pe-
| aksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pe-
|aksanaan Pembinaan Masyarakat.

Pengd olaan dokas danakampungdijadikan
satu akibat belum adanya aturan yang baku di
Bener Meriahterkait pel aksanaan d okas dana
kampung dari SiS pertanggungjawaban. Karena
itu program-program yang dil aksanakan juga
merupakan program gabungan antaradanayang
bersumber dari dokas danakampung danao-
kasi danadesa. Oleh karenaitu, pelaksanaan
danadesadapat menjadi cerminan pelaksanaan
alokas danakampung di Bener Meriah khusus-
nyaKampung Bener Ayu. Karenasebagian besar
Alokasi Dana Kampung diperuntukkan bagi
masyarakat makamula dari prosesperencanaan
ADK, pelaksanaan ADK, hingga pertanggung-

jawabannyaharuslah dilakukan sesuai dengan
prosedur yang berlaku. Sehingganantinyadi-
harapkan dengan ADK ini dapat menciptakan
pembangunan yang meratadan bermanfaat bagi
masyarakat Kampung Bener Ayu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Ta:
hun 2014, aparatur Kampung Bener Ayu juga
wajib menjalankan asasprofesionaitas sebagai
upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik.
Profes onditasjugadi perlukan agar pemanfataan
aokas danaK ampung dapat berjdanmaksmal
dengan aparatur Kampung Bener Ayu yang me-
miliki kapasitasddam pengel olaan danaKam-
pung tersebut baik dalam pembuatan program
maupun administras Pertanggungjawaban Kam-
pung yang berkaitan Profes ondlitasdan akunta:
bilitas tidak hanya diterapkan di pemerintah
pusat, namun jugadi tingkat daerah sampai di
wilayah pedesaan, yang semuanya itu mem-
butuhkan keahlian dan pertanggungjawaban di
Setigp anggaran dan kegiatan yang dil aksanakan.

Profesionditasapabiladilihat dari turunan
kata, yaitu turunan dari kataprofes. Berdasarkan
pemahaman maknakatanya, profesionditasme-
rupakan katabendayang memiliki maknaseba-
ga katayang menunjukkan kuaitaskeprofesian
seseorang ataupun organisasi. Yuwono (2011)
pekerjaan yang menjaankan pekerjaan tersebut.
Pendapat lain dari Kurniawan (2005) profe-
sionlitas addah suatu kemampuan dan keteram-
pilan seseorang dalam melakukan pekerjaan
menurut bidang dan tingkatan masing-masing.
Kataprofesionaitaslazimnyadapat diartikan
sebagal kuditasskap paraanggotasuatuprofes
terhadap profesinya sertadergjat pengetahuan
dan keahlian yang merekamiliki untuk dapat
melakukan tugas-tugasnya

Menurut Darmastuti (2006) profesional
dipahami sebagai suatu sifat yangdimiliki sese-
orang secarateknisdan operasiond yang ditetap-
kan dalam batas-batasetikaprofes. Batas-batas
etikaprofesi yang digunakan untuk mengatur
profesiona setidaknyaseseorang dikaitkan de-
ngan kode etik perilaku dan kode etikprofesi
sebagal standar moral yang berlaku dalam pro-
fes tersebut. Secararingkasdapat dis mpulkan,
untuk menjadi seorang profesiona, adabeberapa
sikap yang dituntut untuk dimiliki, yaitu komit-
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men tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif,
menguasal materi, berpikir Sstemdtis.
Sementaraitu, menurut Paul ddamAdisas-
mita (2011) akuntabilitas dibagi menjaditiga
macam, yaitu: a. Democratic Accountability
Akuntabilitas demokratismerupakan gabungan
antaraadministrative danpolitic accountabi-
lity. Pemerintah yang akuntabel ataskinerjadan
semuakegiatannyakepada pemimpin politik.
Penyel enggaraan pel ayanan publik akuntabel
kepadapimpinaningans masing-masing.Dadam
kontek ini pelaksanaan akuntabel dilakukan
secaraberjenjang dari pimpinan bawah kepim-
pinantingkat tinggi secarahirarki. b. Professio-
nal Accountability Dalam akuntabilitas pro-
fesond, padaumumnyaparapakar, profesond
dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya
berdasarkan norma-norma danstandar pro-
fesinyauntuk menentukan publicinterest atau
kepentingan masyarakat. c. Legal Accounta-
bility Berdasarkan kategori akuntabilitaslegal
(hukum), peaksanaketentuan hukum disesuaikan
dengan kepentingan public goods dan public
service yang merupakan tuntutan (demand)
masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas
hukum, setiap petugas pel ayanan publik dapat
dig ukan kepengadilan apabilamerekagagd dan
bersd ah dd am mel aksanakan tugasnyasebagai -
mana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan
kegagal an daam pemberian pelayanan kepada
masyarakat akan terlihat padalaporan akunta-

bilitaslegal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada
penditianini adaah metode penditian kuditatif.
Menurut Firdaus (2012) penelitian kualitatif
dapat diartikan sebagai penelitian yang mampu
merumuskan kategori-kategori permasalahan
sebagal sebuah konsep untuk membandingkan
datadan dapat mengeksplorasi skap, perilaku
dan penga aman responden melalui interview
dan focusgroup. Lokasi Penelitian Kampung
Bener Ayu K abupaten Bener Meriah. Ada2 jenis
data, yaitu: DataPrimer dan Skunder, adapun
Teknik pengumpulan data, Observas menurut
Nasution dalam Sugiyono (2009) observas Me-
lalui pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat

profesionalitasdan akuntabilitas aparatur Kam-
pung Bener Ayu dalam pelaksanaana okas dana
kampung. Wawancara, Esterberg ddam Sugiyono
(2009) mendefinisikan wawancaramerupakan
pertemuan duaorang untuk bertukar informas
dan ide melalui tanyajawab, sehingga dapat
dikonstruks kan maknadalam suatu topik ter-
tentu. Dokumen studi dokumen merupakan pe-
lengkap dari penggunaan metode observas dan
wawancaradalam pendlitian kualitatif. Teknik
AnalisisData, Menurut Millesdan Huberman
dalam Sugiyono (2009) terdapat tigakomponen
andisisdatayatu: Reduks datamereduks data
berarti merangkum, memilihha-ha yang pokok,
memfokuskan padahd-ha yang penting, dicari
temadan polanya. Penygjian data, penygiandata
bermanfaat untuk memudahkan pendliti melihat
gambaran secara kesel uruhan atau bagian ter-
tentu dari pendlitian. Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pel aksanaan a okasi danakampung sudah
komitmen sesua dengantujuan-tujuanyangtelah
ditetapkan dan kons sten terhadap pel aksanaan
sesual dengan aturan-aturan yang telah di-
tetapkan. Komitmen pemerintah kampung Bener
Ayu harus mengacu kepadaauran-aturan hukum
sebagal dasar utamapel aksanaan alokasi dana
kampung, dasarnyaadal ah Qanun K abupaten
Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang
pemerintahan kampung yang tel ah disempurna-
kan dari Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang
pemerintah kampung, konsitens aparatur kam-
pung Bener Ayu berpedoman kepada aturan
bersama Qanun Reje Kampung yang ditetgpkan
bersamaPetue Kampung dan tokoh masyarakat,
komitmen dan kosinstens pel aksanaan aturan
pemerintah kampung Bener Ayu dari hasil wa-
wancara dengan Ibu Nova Nuranda, SH Fj.
Reje Kampung adalah sebagai berikut, “pelak-
sanabedd kampung Bener Ayu dimanaaparatur
kampung harus berpedoman kepada aturan
pemerintah kabupaten Bener Meriah yakni Pe-
raturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun
2016 Tentang Standar Biaya Pemerintah
Kampung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten
Bener Meriah, yang hanyadibagikan ketigp kam-
pung penerima alokasi dana kampung”
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(Wawancaratanggd 12 Me 2019). Pernyataan
Bedd Bener Ayu komitmennyatentang pel ak-
sanaan d okas danakampung sudah terlaksana
dan tetap konsisten dengan aturan pemerintah
Kabupaten Bener Meriah komitmen dan kon-
siten beddl lainnyaadal ah bagaimanaRejede-
fenitif dgpat terpilih.

Pel aksanaan wewenang apakah sudah di-
| aksanakan dengan baik dan bertanggungjawab
terhadap wewenang yang diberikan. Dalam
Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 4
Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung ke-
kosongan rgje kampung harusdiisi oleh Bedel
yangdilantik langsung oleh Bupati Bener Meriah
(wawancaratanggal 12 Mei 2019). Kewangan
sekaligusoleh PJ. Bapak Bupati Bener Meriah,
pertamasayaharusmeaksanakanAlokas Dana
Desa dan APBKampung yang dialokasikan
kedalam bidang Penyelengaraan pemerintah
kampung, bidang Pembagunan kampung, bidang
Pembinaan Mayarakat dan bidang pemberdyaan
masyarakat sekaligus mempertanggungjawab-
kan kepada Bupati melalui pemerintah keca-
matan Wih Pesam.

Dari pernyataan diatasberkeyakinan dengan
mengajak gparatur sudah cukup beritegritastidak
perlu adanya penandatanganan seperti yang di-
lakukan pemerintahan dikabupaten. Disini bedd
cukup profesionlitasdd am merapatkan aparatur
kampung Bener Ayu. K etepatan dan kecepatan
aparatur kampung melihat kearifan loka yang
adadi kampung agar pemberdayaan masyarakat
kampung tepat gunadan pel aksanaannyayang
cepat. Ketepatan dibi dang pembangunan kalau
memperhatikan rencanakegiatan pembangunan
pada RencanaAnggaran Biaya (RAB) sudah
mencapai pada sasaran dan tujuan dan kalau
dilihat dari kecepatan pelaksanaan pembangu-
nan dalam pemanfaatan waktu belum maksmd
artinyamolor dari jadwal yang ditetapkan, hal
tersebut depat dilihat dari pengamatan dilgpangan
contohnyakegiatan pembangunan Rapat Beton
dalam jadwal dikerjakan bulan Juli dan selesai
bulan September tapi kenyataannyaselasi akhir
bulan Nopember.

Kapasitas aparatur kampung Bener Ayu
dalam pel aksanaan pemberdayaan masyarakat
kampung harusmaksmal dikerenakan anggaran

dana desa cukup besar wawancara dengan
Bantakampung. Padatahap pelaksanaan Tim
PengdlolaK egiatan masih memiliki keterbatasan
bak dalam peaksanaanrgpat TPK, menyampai-
kan usulan pencairan danabelum lagi kepada
proses pengadaan barang dan jasa, Ketua TPK
besertaA nggota sering tidak sependapat, dan
sayaBanta besertaBendahara sewaktu mempe-
rivikas berkas pengadaan barang harusmembuat
ulang beritaacarapengadaan barang, Negoisas
dan serah terimadengan pihak ketigayakni Toko
Penyedia Barang” (Wawancara tanggal 13 Juli
2019)

Penyataan banta kampung hampir dapat
dipastikan pelaksanaan kegiatan ketepatan
Sasaran dapat tercapa akantetapi dari SS9 waktu
tidak dapat berjalan cepat dikerenakan masih
banyak ditemukannyapekerjaan yang melewati
batas waktu yang tel ah disepakati antara TPK
dengan PTPKK hal tersebut hampir dapat
dipastikan (sumber dayamanusi anya) aparatur
kampung Bener Ayumashminim. Aparatur kam-
pung patuh kepadaaturan, normadan prinsip-
prinsip yang adaagar pel aksanaan dokas dana
kampung sddumengikuti peraturanyang berlaku.

Ddam pel aksanaannya, mas h banyak apa-
ratur kampungyangbelum sigpmengdoladokas
danakampung yang diberikan pemerintah ter-
sebut karenakurangnyasosidiad terkait penge-
lolaan alokasi danakampung dan pembuatan
surat pertanggungj awaban dari pemerintah. Hal
ini berakibat padapengetahuan aparatur kam-
pung yang minim terhadap alokasi danakam-
pung dan akhirnyaberdampak pada profesio-
nalitas aparatur kampung dalam pel aksanaan
alokasi danakampung. Selainitu, tingkat pen-
didikan yang kurang dari gparatur kampungjuga
akan berpengaruh terhadap profesonditas apa-
ratur kampung. Kemampuan analitik aparatur
kampung yang didapat melaui ilmu pengetahuan
dan pel aksanaan adokas danakampung meng-
gunakan teknologi agar pelaksanaan alokasi
dana kampung semakin mudah. “Selaku Banta
Kampung harusbanyak bel gar ddamteknologi
dan kami sudah dilatih menggunakan Aplikas
SsemIimformas Keuangan Desalkampung dan
sayasangat sulit berhadapan dengan aparatur
yang langsung dibawah koordinas sayakerena
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memegang |l aptop puntidak pernah dan jangan-
kan merekasayasendiri mas h butuhwaktu untuk
mengimput data usulan masyarakat” (\Wawan-
caratanggal 13 Juli 2019).

AkuntabilitasA paratur Kampung Dalam
Pelaksanaan Alokas DanaK ampung Di Kam-
pung Bener Ayu K ecamatan Wih Pesam Kabu-
paten Bener Meriah, ddam pdaksanaan dokas
danadesadilaksanakan sesuai dengan hukum
atau kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan
denganjujur untuk menghindari adanyapenya-
lahgunaan wewenang. Untuk memenuhi asas
hukum sebagaimanatertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pel aksanaan Undang-Undang Nomor:
6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka rencana
APBKampung yang telah disepakati kedua
pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Rgje
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung, sebagaimana disampaikan Banta
Kampung Bener Ayu sebagai berikut:” Ber-
dasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah
perencanaan pembangunan Kampung yang akan
dilaksanakan daam satu tahun,setel ah disetuj ui
olehPetuesdakuwekil masyarakat harusditetgpkan
dengan Peraturan Reje tentang APBKampung.
Peraturan Kampung tersebut sebagal pedoman
pel aksanaan pembangunan Kampung selama
satu tahun dan akhirnyananti harus dipertang-
gungjawabkan oleh Reje. Aturan tersebut baru
muncul tahun 2019 sehinggakitamasih sama-
samabd gar untuk menujukesempurnaanddam
hal pengelolaan pembangunan kampung.”

Pertangungjawaban aparatur kampung
terhadap pel aksanaan alokasi dana kampung
yang dikelolasecaraefektif dan efisien. Secara
umum mekani sme penentuan arah penggunaan
danayang telah direncanakan agar pemanfaatan
Alokas DanaKampung dapat mencapai tujuan
dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan
ADK didasarkan pada skala prioritas yang
ditetapkan padamusrenbangkam tingkat Dusun.
Karenaitu, tidak dibolehkan dibagi meratapada
setigp dusun, padakampung Bener Ayu, tetapi
benar-benar dialokasikan padakegiatan yang
merupakan kebutuhan mendesak atau prioritas
kampung yang bersangkutan. Ibu Nova “Me-
ngajak masyarakat supaya fokus pada skala

prioritasdikampung Bener Ayu yakni di bidang
pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan
penguatan kelompok pertanian seperti kel ompok
pertanian cabe dan tomat disini kita prioritas
pengadaan perd atan berupabenih,mul sa, pupuk
dan obat-obatan”(Wawancara tanggal 18 Sep-
tember 2019). Pertanggungjawaban terhadap
program-program yang dibuat dan dil aksanakan
terkait pel aksanaan alokasi dana desadengan
berpedoman padakebijakan yang ada.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 ten-
tang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga
dan Transmigrasi Republik IndonesaNomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan
Lokal BerskalaDesa.Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans-
migrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa tahun 2015. Dari peraturan ke-
bijakan tersebut program kegiatan harus ada
pedoman yang dapat diikuti seperti Penyele-
nggaraan pemerintahan, pembagunan, pember-
dayaan dan pembinaan masyarakat. “Penyeleng-
garapemerintahan kampung di Bener Ayu di
wajibkan menja ankan program-programdi bi-
dang Pembangunan Kampung, juga bagian
Pembinaan kepada masyarakat danjugaidang
pemberdayaan kepadamasyarakat, di karena-
kan kesemuanyaini add ah perintah, aturanyang
harus dijalankan dan tentu harus yang prioritas”.
(Wawancaratangga 10 Novemver 2019)

Pertangungjawaban terhadap kebijakan
yang diambil ddammengdolaaokas danadesa
yang tersedia dengan mempertimbangkan
dampak baik dan buruk dimasadepan. bersifat
prinsip akan menjadi dasar dan harustercermin
di dalam tindakan Pengel olaan K euangan Desa.
Asas dan prinsip tidak akan berguna apabila
tidak terwujudnya dalam tindakan yang ada.
Sesual Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014,
Keuangan Desadikelolaberdasarkan asas-asss,
yaitu: Transparan, Akuntabel, partisipatif dan
tertib dan disiplin Anggaran. A pabilakeempat
asas ini dapat dijalankan dengan baik maka
dampak baik dan buruk dimasa depan dapat
terlihat denganjédas.
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Pertangungjawaban terhadap penggunaan
danaaokasi danakampung agar tidak adanya
penyal ahgunaan dana. Bendahara Kampung
Bener Ayuyang beradadibawah koordinas Banta
bertanggungjawab kepadareje (Bedel) tugas
pokoknya adal ah menata usahakan keuangan
kampung pada buku kas umum, buku kas
pembantu bank, buku kas pembantu pagjak dan
mengumpulkan bukti pembayaran wawancara
dengan Banta kampung Bener Ayu tanggal 8
November 2019 menyatakan sebagai berikut;
“Bendaharadan kaur kampung lannyaditugaskan
oleh Bedel memverifikasi setiap pengeluaran
keuangan kampung dan menandatanggani setiap
pengel uaran keuangan kampung dan mel apor-
kannya kepada Bedel” (Wawancara dengan
Bedel tanggal 8 November 2019) Dalam pera-
turan pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 pasa
63 ayat 1 berbunyi Pel aksanakewilayahan me-
rupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilayahan sedang padaayat 2
menyebutkan Jumlah pel aksanakewilayahan
ditentukan secaraproporsiond antarapel aksana
kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan
keuangan Desa.

Pelaksana teknis pengel olaan keuangan
kampung berusaha profesiona dalamha pelak-
sanaan aokasi danadesasambil menunjukan
bahan pd atihan kegiatannyadi tahun 2015 banta
juga berupaya keras untuk mempedomani
prosedur hukum ddam pelaksanaan dokas dana
desa.

Peraturan
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Gambar 3.1 Dasar Hukum Pelaksanééh
Alokasi Dana Desa

Komitmen dankonsstend diartikan sebagal
keteguhuan hati dalam mentaati azas-azas di

dalam melaksanakan pekerjaan yang telah
ditetapkan oleh sekelompok organisas atau ba-
dan yang terikat dalam satu wadah kerjasama
untuk mencapai tujuan tertentu. Komitmen
pemerintah kampung Bener Ayu harus mengacu
kepada aturan-aturan hukum sebagai dasar
utama pelaksanaan Alokasi DanaKampung
dasarnyaadd ah Qanun Kabupaten Bener Meriah
Nomor: 4 tahun 2015 tentang pemerintahan
kampung yang tel ah disempurnakan dari Qanun
Nomor 2 tahun 2009 tentang pemerintah
kampung, konsistens gparatur kampung Bener
Ayu berpedoman kepadaaturan bersamaQanun
Reje Kampung yang ditetapkan bersama Petue
Kampung dan Tokoh Masyarakat.

Pel aksanaan wewenang sudah dil aksanakan
dengan baik dan bertanggungjawab terhadap
wewenang yang diberikan. Wewenang digunakan
daam pel aksanaan suatu kegiatan harusmemiliki
dasar hukum yang kuat, sehinggalegditasddam
kegiatan tidak akan diragukan atau dipertanya-
kan. Kewenangan yang diberikan harus disertai
dengan tanggungj awab apabilaada penyimpa-
ngan dalam pel aksanaan kewenangan tersebut.
Kewenangan yang disertai dengan tanggung
jawab untuk mendorong semangat akuntabilitas
bagi paragparatur kampung ddam satigokegiaan
yang dilaksanakan. ganun kabupaten Bener
Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintah
kampung kekosongan rggekampung harusdiis
oleh Beddl yang dilantik langsung oleh Bupati
Bener Meriah.

Aparatur kampung sudah memiliki integritas
ddam pel aksanaan d okasi danakampung agar
tujuan pemberdayaan masyarakat meldui alokas
danakampung dapat terlaksana. Integritas ada-
lah kepribadian yang dilandasi unsur kegjujuran,
keberanian, kebijaksanaan dan pertanggung-
jawaban sehingga menimbulkan kepercayaan
danrasahormat. Seseorang mempunyal integritas
baik merupakan orang yang tidak akan diragu-
kanlagi sertasangat konssten di ddam perkata-
annyadan perbuatannya. Integritas tentu akan
diperlukan untuk mendorong sebuah praktik-
praktik yang dapat diterima oleh akal sehat
dalam pelaksanaan kegiatan organisas. Dengan
integritasyangtinggi seorang pegawa akansddu
bertindak jujur dan pada akhirnya akan men-
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dorong terwujudnyapemerintahan yang bersih
dan berwibawa. Aparatur kampung melihat ke-
arifanlokal yang adadi kampung agar pember-
dayaan kampung tepat gunadan pel aksanaannya
yang cepat. K etepatan artinyamengenasasaran,
mencapal tujuan, ketelitian dan bebaskesa ahan.
Sedangkan kecepatan artinya menggunakan
waktu yang lebih pendek. Di dalam kecepatan
maupun dalam kecepatan memberikan kepastian
daam arti waktu, kuantitas, kuditasdanfinansd
yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan
pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada
stakeholder. K etepatan sangat diperlukan agar
datayang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat
digunakan untuk mengambil keputusan yang
tepat.K etepatan dan kecepatan bertujuan untuk
meningkatkan efisens dalam pengunaan waktu
dan sumber daya.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) masih
memiliki kelemahan untuk mempergunakan
jadwal pelaksanaan kegiatanseharusnyausulan
pencairan dana untuk tahap keduanya sudah
dipersigpkan sehinggaproses pengadaan barang
dan jasa dapat dengan cepat tersedia, karena
ketua PTPPK dapat memprosesnya dengan
progreskegiatan dilapangan dengan adminitras
yang diagjukan untuk tahap berikutnya, artinya
ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan
pembangunan dapat terwujud dengan baik.

Dalam peraturan pemerintah nomor 43
tahun 2014 pasal 63 ayat 1 berbunyi Pelaksana
kewilayahan merupakan unsur pembantu kepda
Desasebagal satuantugaskewilayahan sedang
pada ayat 2 menyebutkan jumlah pelaksana
kewilayahan ditentukan secara proporsional
antarapel aksanakewilayahan yang dibutuhkan
dan kemampuan keuangan Desa. pasal 103 dan
pasa 104, selain penyampaian |laporan redlisas
pelaksanaan APB Desa, Reje Kampung juga
berkewajiban menyampaikan |aporan pertang-
gungjawaban redlisas pelaksanaan APB Kam-
pung kepadaBupati setigp akhir tahun anggaran.
Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari |gporan penyd enggaraan Peme-
rintahan kampung kepadaBupati melalui camat
atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.
Daam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengel ol aan K euangan

Desapasa 37 sampai dengan pasal 42, dapat
dismpulkan bahavaRgeKampung menyampa-
kan laporan pertanggungjawaban realisas pe-
laksanaan APBK ampung kepadaBupati setiap
akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung-
jawaban realisasi pel aksanaan APBK ampung
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembia-
yaan, pertanggungjawaban dalam bentuk pea
poran yang akan direalisas dalam sebuah pe-
|laksanaan APBKampung akan ditetapkan
medui Peraturan kampung. Peraturan kampung
tentang laporan pertanggungj awaban realisas
dalam pelaksanaan APBK ampung.

SIMPULAN

Profesionalitas aparatur kampung dalam
pel aksanaan dokas danakampung di Kampung
Bener Ayu K ecamatan Wih Pesam K abupaten
Bener Meriah, yang diukur melalui indikator
diantaranya; PertamaK omitmen dan konsstens
terlaksanadengan baik, keduawewenang dan
Tanggungjawabjugasudah berjdan dengan balk,
ketigaintegritas dapat dikatakan sudah berinteg-
ritas, keempat K etepatan dan K ecepatan A pa-
ratur Kampung melaksankan kegiatan dengan
tepat dan cepat, kelimapadaindikator disiplin
kerjadapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu
dilakukan perbaikan. K eenam penguasanilmu
pengetahuan dan teknologi masih memerlukan
banyak belgjar dan pel atihan yang menentukan
profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi
walaupun belum maksimal. Mengenai akunta-
bilitas aparatur kampung dalam pel aksanaan
alokas danakampung di Kampung Bener Ayu
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener
Meriah, yang diukur meldui limaindikator yang
menentukan dapat dikatakan terlaksanadengan
baik secara keseluruhan. Penerapan good
gover nancejugabel um maksima dengantidak
dilibatkannya pihak swastada am pelaksanaan
alokas dana kampung di Bener Ayu. Pelak-
sanaannya, terdapat kendaayang terjadi terkait
profes onalitas dan akuntabilitas aparatur kam-
pung. Kendala-kendala tersebut diantaranya
yaitu: kurang kesigpan aparatur kampung untuk
diberikan wewenang pel aksanaan dokas dana
kampung secaramandiri dan bertanggungjawab
atas wewenang tersebut, aparatur kampung
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bel um displin ddam pembuatan|gporan pertang-
gungjawaban dan belum disiplin waktu dalam
pel aksanaan program.
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